Menimbang :

Mengingat

Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (4)
Undang-Undang  Nomor 13  Tahun 2003  tentang
Ketenagakerjaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga

Kerja Sama Tripartit;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA KERJA DAN
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT.

BABI ...
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS
Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang
anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan
serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.

Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektoral yang selanjutnya
disebut LKS Tripartit Sektoral adalah forum komunikasi,
konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan
sektor usaha tertentu yang anggotanya terdiri dari unsur
organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan
Pemerintah.

Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang
ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani

masalah ketenagakerjaan.

. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk

dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan
maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan
kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan.

BABII ...
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BAB II
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Tugas

Pasal 2
(1) LKS Tripartit Nasional dibentuk oleh Presiden.
(2) LKS Tripartit Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3
LKS Tripartit Nasional mempunyai tugas memberikan
pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Presiden dan pihak
terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah

ketenagakerjaan secara nasional.

Bagian Kedua

Organisasi

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 4
Keanggotaan LKS Tripartit Nasional terdiri dari unsur
Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat
buruh.

Pasal 5...
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Pasal 5

Susunan keanggotaan LKS Tripartit Nasional terdiri dari :

a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Mentert;

b. 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing
dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang
berasal dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat
pekerja/serikat buruh;

c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota
yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari instansi
Pemerintah  yang bertanggung jawab di  bidang
ketenagakerjaan; dan

d. beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS

Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) orang yang

penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi
keterwakilan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan
serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 7

Komposisi keterwakilan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha,

dan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, dalam jumlah perbandingan ditetapkan 2 (dua) unsur

Pemerintah berbanding 1 (satu) unsur organisasi pengusaha

berbanding 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.

Paragraf 2 ...
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Paragraf 2

Kesekretariatan

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, LKS Tripartit Nasional
dibantu oleh Sekretariat.

Sekretariat LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit
Nasional.

Sekretariat LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara fungsional
oleh salah satu unit kerja di lingkungan instansi Pemerintah

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Badan Pekerja

Pasal 9
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, LKS
Tripartit Nasional dapat membentuk Badan Pekerja.
Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipilih dari anggota LKS Tripartit Nasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan,
tugas, dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua LKS Tripartit

Nasional.

Bagian ...



